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Menimbang : a.

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KOTA PONTIANAK TAHUN 2O2O-2O24

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka

menJrusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OLT tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra

Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling

lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang

RPJMD ditetapkan;

b.



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota

Pontianak Tahun 2O2O-2O24;

Mengingat: 1. Pasal 18 aSrat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

Laut. Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang PenetaBan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 27561:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan KeuangaR Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Reneana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAV Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor

a700);

2.

3.

4.

5.



6.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2a2O-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Paqjang Daerah dan Reneana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembansunan Janeka Panjang Daerah, Reneana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Ind.onesia Tahun

2Al7 Nomorl312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembanzunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor +59l';

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9

tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2A79 Nomor 74471:

7.

8.

9.



-4-

t4.

12.

13.

15.

L6.

t7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 154O):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 ?ahun

2O2O tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah IRzuPD) Tahun 2OO7-

2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2OAg Nomor 7, Tambahan Lembaran Daer"ah Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Al9 tentang Reneana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2A2O-2O24 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2008 tentang Reneana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2OO5-

2A25 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2AA8 Nomor 9

Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 73);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Rencana Tata

Ruang WilaSrah Kota Pontianak Tahun 2Orc-2A33 flembaran

Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2OL6 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Pontianak Nomor 149):

18.
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19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2Al9 tentang Reneana

Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun

2O2O-2O24 (.Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor

l71l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Reneana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2O2O-2O24

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2O2O Nomor 17,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

2O.Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, T\rgas Pokok, Fungsi,

Uraian Ttrgas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak

Tahun 2016 Nomor 57):

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan penrakilan rak-vat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Ind.onesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden vang pelaksaRaaRRya dilakukan oleh kementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdaYakan dan men se-i ahterakan masYarakat.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA
t i uE a ktJi\ -iH x KH i arlg i
UlivlllJvlv

TAHUN 2020-2024.

TENTANG RENCANA
uPi-iu r.*uiA t-uiri ilAi\fli{r
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4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penSrelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.

Walikota adalah Walikota Pontianak.

Dewan Perrxrakilan Rai<-vat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

uRsur oenSrelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam

penSrelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

Sekretariat DPRD -yang selanjutnya disebut SeI.DPRD ad,alah Perangkat

Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi

kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan penyediaan dan

pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah

Rencana Tata Ruanq Wilayah vang menqatur struktur dan pola tata ruang

wilayah.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

Rencana Pembangunan Jangka

disingkat RPJPD adalah dokumen

(dua puluhltahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen pereRcaRaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

_iabatan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen pereReanaan Perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

Reneana Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutn5ra disingkat Reqja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahunan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

tusas dan funssi.

Pan_iang Daerah yangselanjutnya

perencanaan Daerah untuk periode 2O
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15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran

(outputl dalam rangka meneapai hasil (guteamel suatu program.

16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
peneapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tqjuan

dalam bentuk keluaran (outputl, hasil (outcomeldan dampak (impact).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam

perryusuRan Reneana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2A2O-2A24. dan

sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan selama 5 [ima) tahun ke depan.

Pasal 3

T\-rjuan disusunnya Peraturan Walikota adalah :

a. untuk mewujudkan pereneaRaan dan pengaRqgaran terpadu yang berbasis

hasil/kinerja;

b. untuk meneiptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub

kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang fokus, tidak tumpang

tindih. dan terintegrasi:

c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan

akuntabel; dan

d. untuk menciptakan mekanisme pengendaliandan evaluasi pelaksanaan

pembangunan ]rang efektif dan efisien.
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Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

a. kedudukan renstra oerangkat daerah; dan

b. pengendalian dan evaluasi;

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah men5rusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2A2O-2O24 sesuai ciengan tugas cian fungsi Perangkat Daerah <ian

berpedoman pada Pembahan RPJMD Tahun2O2O-2O24.

Al Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2O2O-2A24 merupakan

penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2A20--2424.

(3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam men5rusun Renja

Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB i
BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII: PENUTUP.

Pl Dokumen Perr.rbahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun

2O2O-2A24 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

rI,I\UAIlULUAI\;

GAMBARAN PELAYANAN;

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;

TUJUAN DAN SASARAN;

STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN;

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
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Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat

Daerah ciaiam rangka menciukung capaian Visi cian ivfisi Waiikota yang

tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2O2A-2O24.

BAB IV
PEI.{GENDALIAI\I DAi{ EVALUASi

Pasal B

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi

Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(2\ Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan

evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Tata cara pen5rusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis

Perangkat Daerah ber-oed.oman pada ketentuan peraturan perund.ang*

undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

0 Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan

evaluasi seteiah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2A2A-2O24

ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan

Walikota.

@ Apabila RPJMD Tahun 2A2A-2A24 mengalami perubahan, maka Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2O2O-2O24 juga harus mengikuti perubahan

tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

g Tata cara pen5rusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman

pada ketentuan peraturan perundan g-undan gan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal Januari 2O2L

WALIKOTA PONTIANAK,

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal Pl panuan 2021

SEKRETARIS D,qERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 15

EDI RUSDI KAMTONO
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Perubahan Benstra
Sekretariat DPID tr(ota Pontianak

Talrun 2O2O - 2o.24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena

hanya atas berkat dan rahmat-Nya jualah penyusunan Perubahan Renstra

Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Perubahan Renstra ini bertujuan untuk memenuhi amanat

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentxrg Pemerintahan

Daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Pontianak yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra ini berkedudukan sebagai acuan dan tolak ukur yang

jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun ke depan agar lebih terarah dan

terencana sehingga keberhasilan maupun kegagalan dapat diukur dengan tepat

dan jelas.

Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada

Tim Penyusun, serta semua pihak yang terlibat secara bersama-sama dalam

penyusunan dokumen Perubahan Renstra ini. Semoga segenap stakeholder

Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat mendukrueg dan berpartisipasi aktif

dengan mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan Perubahan Renstra

ini, sehingg a apa yang dicita-citakan dapat tercapai.

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK il



Perubshsn Benstro
Sekretariat IIPBD l(ota Pontianak

Talrun 2O2O - 2O24

Daftar Isi
SK PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2O2AAO24

KATA PENGANTAR

DAT'TAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

(D

(ii)

(iii)

I-1

1.1 Latar Belakang. I-1
1.2 Landasan Hukum. I-1
1.3 Maksud dan Tujuan .. l-4
1.4 Sistematika Penulisan... I-5

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRI)
KOTA PONTrANAK............ II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi II-l
2.2 Sumber dayaPerangkat Daerah...... II-6
2.3 Kinerja pelayanan II-10
2.4Tantartgan dan peluang Pengembangan Pelayanan ........ II-14

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak.... ru-l
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih..... ilI-4
3.3 Telaahan Renstra WL dan Renstra III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.... .. III-7
3.5 Isu-isu Strategis... fiI-7

TUJUAN DAN SASARAN IV-1

ry-1
v-1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

BAB II

BAB III

BAB TV

BAB V

BAB YI

BAB VII

BAB VIII

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat
DPRD.......

STRATEGI DAI\[ ARAH KEBIJAKAIT

PENDANAAI\

KINERJA PEFIYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

PENUTUP

VI-1

VII,I

VIII-1

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIAIIAK il



Perubahan f,enstra
Sekretariat IIPRI) tr(ota Pontianak

Talrun 2O2O - 2o.24

BAB I
PENDAIIULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentarrg Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk

periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan Renstra ini berkedudukan sekaligus berfungsi sebagai acuzul

dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak

dalam menyusun Rencana Kerja Eenja) selama 5 (ima) tahun ke depan agar

lebih terarah dan terencana sehingga keberhasilan maupun kegagalan dapat

diukur dengan tepat danjelas.

Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah

melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan, Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan

Akhir hingga Penetapan. Dan dengan berpedoman pada RPJMD Kota

Pontianak, maka Sekretariat DPRD mengemban tugas sebagai salah satu

Perangkat Daerah yang mendukung tercapainya Misi 3 Kepala Daerah yaitu

"Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung

dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan

cerdas'.

Agar Perubahan Renstra dapat mendatangkan manfaat bagi

pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam pelaksanaannya

dibutuhkan komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja

yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan

tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saj4

melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder

lainnya yang berada di kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanazln

pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Renstra ini

adalah

! rtt,turtrttrt-r, 
a
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945:'

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20A7 kntang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahtn 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 8 8 7);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019

Nomor 42,Tarrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 terl;tarrg Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 1024 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

J.

4.

5.

9.

10.

6.

E
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11.

12.

13.

t4.

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangrman Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana PembanguananJangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor l3l2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 terfiang

Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor l0 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah

Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor2);

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2016 Nomor 49);

16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 202A-2024

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan

Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor l7l);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor l7);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pendahulur" g
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Sedangkan Peraturan-peraturan terkait Susunan Organisasi, Tugas,

Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pontianak berpedoman pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahtlrl, 2009 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

3. Permendagrr No. 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD

Provinsi dan Kabupatenl Kota;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

5. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, struktur

organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor I Tahun

2018 Tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor I

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2018

tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rensta Sekretariat DPRD Kota Pontianak dimaksudkan

sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan

yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi yang

akan dicapai atat dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya satu

sampai lima tahun), dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka

Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari

itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh

mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pendahulu* g
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1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rentsra Sekretariat DPRD Kota

Pontianak adalah:

l. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi

untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya

yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.

2. Menyediakan instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian

kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan

mengevaluasi kinerj a organisasi.

3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang

berorientasi pada pelayanan umum secara terukur

4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang

terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD dalam mencapai

tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur.

1.4 SistematikaPenulisan

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020-

2024 secaragaris besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan

hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan

Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Gambaran Pelayanan

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi

Sekretariat DPRD; sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan

sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Memuat informasi tentang identifrkasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi dan penjabaran misi

serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan

renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan RPJMD; serta isu-

isu strategis di Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Tujuan dan Sasaran

Memuat informasi tentang tujuan dan sasaran Jangka menengah

Perangkat daerah.

Bab II

Bab III

Bab IV
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Bab VII

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat informasi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat informasi tentang rencana progrurm dan kegiatan

Sekretariat DPRD Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun kedepan

yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat informasi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD

Kota Pontianak yang terkait langsung atau mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak.

Bab VI

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan

peryusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak,

disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi

pedoman pembangunan 5 (ima) tahun kedepan oleh Sekretariat

DPRD Kota Pontianak.

Pendahulua" g
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi,

Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial

kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat

undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota

Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan

yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan

lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk memfasilitasi dan memberikan

bantuan administratif serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan

tugas-tugas DPRD Kota Pontianak, dimana pelayanan yang diberikan meliputi

keseluruhan tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, hak serta

wewenang DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota

Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 2016

Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas

dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak,

bahwa Tugas Pokok Sekretaris DPRD Kota Pontianak adalah :

Memimpin dan mcngoordinosikan program kerja Sebauriot DPRD,

merumuskan kebijakan teknis, administrasi kesekretafiatan, pembinaan dan

pmgelolaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalon efaien dan

efielilif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penrmusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;

b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan DPRD;

c. penyelen ggamtrt administrasi kesekretariatan DPRD;

d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan,

prasaruma dan sarana Sekretariat DPRD;

e. penyelenggara:rn tata usaha kesekretarian DPRD;

Gambaran Pelayanan E
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f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan tugas dibidang

kesekretariatan DPRD; dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh

Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD

dibantu oleh Kepala Bagian serta masing-masing Kasubbag. Adapun tugas

pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan,

memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian Umum dan

Aparatur, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Humas dan Protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksan&In dibidang umum;

b. perumusan rencana kerja dibidang umum;

c. penyelen ggaruNrkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;

e. pembinaan teknis dibidang umum;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;

g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan

h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh

Sekretaris.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perundang-undangan dan

Persidangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan

mengevaluasi,melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi

dibidang perundang-undangan dan pengkajian hukum,rapat dan risalah, alat

kelengkapan dewan dan panitia khusus.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-

undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

a. penrmusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan

persidangan;

b. perumusan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan persidangan;
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c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-

undangan dan persidangan;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan

persidangan;

e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan

persidangan;dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan

yang diberikan oleh Sekretaris.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Bagran Perencanaan Dan Keuangan adalah

merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi

kegiatan dibagian perencarumn dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian

Perencanaan dan Keuangan mempunyai firngsi :

a. perumusan kebijaksanaan dibidang perencanuuill dan keuangan;

b. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan

keuangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perencanuum

dan keuangan;

e. pembinaan teknis dibidang perencanaal dan keuangan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang di

berikan oleh Sekretaris.

Gambaroru Pelayanan E
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Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota

Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun

2016 terdiri dari :

l. Sekretaris DPRD Kota Pontianak

2. Kepala Bagian Umum

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

c. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

a. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum

b. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

c. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Panitia Khusus

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

4.

Gambaran Pelayanan E
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Struktur Orsanisasi Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Ka. Sub Bagian
Perundang-

undangan dan
Pengkajian Hlkum

Ka. Sub Bagian
Rapat dan Risaiah

Gambaran Pelayanan E
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan

Struktur Organisasi di atas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak memiliki

kekuatan sumber daya manusia sebanyak 35 orang.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan Pangka#golongan

I

Hj. Titin Subakti, S.Sos.,M.Si
Nip. 196912071988032001 Sekretaris DPRD

Pembina Utama Muda
(IVc)

2.
Drs. Azahari
Nip.19631213 199001 I 004

Kabag Perencanaan dan
Keuangan

Pembina Tk I
(rvb)

J.
Drs. Indra Yuana
Nip. 19631130 198810 I 002

Kabag Umum
Pembina Tk I

(rvb)

4.

Drs.H.Herry Noviar Ahyani,
M.Si
Nip. 19651115 199203 1007

Kabag Perundang-Undangan
dan Persidangan

Pembina Tk I
(rvb)

5.

Alina Ryani, SH
Nip. 19690730 199603 2 002 Kasubbag Umum dan Aparatur

Penata Tk.I
(rrrd)

6.
Asparayati, SE
Nip. 19680603 199003 2 006 Kasubbag Keuangan

Penata Tk.I
([rd)

7.
Anisah Nurbayani,S.STP
Nip. I 982071 4 200012 2 001 Kasubbag Perencanaan

Penata Tk.I
(Ilrd)

8.

Desmalina Lextasari, SE
NIP. l98l 1213 200602 2 006

Kasubbag Rumah Tangga dan
Perlengkapan

Penata Tk.I
(rrrd)

9.

Indra Eka Pumawan,A.Md
Nip.19730317 199703 I 008 Kasubbag Humas dan Protokol

Penata
(IIlc)

10,

Israhman, SH
NrP. 19661102 201001 r 00r

Kasubbag Perundang-Undangan
& Pengkajian Hukum

Penata
(III c)

1l
Dewi Kurniawati, SH.,MH
NrP. 19881020 20tr0t 2 002

Kasubbag Alat Kelengkapan
Dewan dan Pansus

Penata
(III c)

12.
Arie Kuswanti, SE

Nip. 19860718 201001 2 004 Pj. Kasubbag Rapat dan Risalah
Penata Muda Tk.I

(rrr b)

13.

Bahari, A.Md
Nip. 19660112198603 | 012 Pengelola Keuangan

Penata
(IIIc)

14.
Pena Taryani, SH
Nip. 19770328 200901 2 004

Penlusun Kebutuhan Barang
Inventaris

Penata
(IIIc)

15.

Wahyudi, S.Pd
Nip. 19700613 200212 | 005 Pengelola Program dan Laporan

Penata
(IIIc)

16.
Sugeng Haryanto, SH
Nip. 19690720 199403 I 007

Pengelola Perjalanan Dinas
pada Subbag Humas dan
Frotokol Bagian Umum

Penata
(IIIc)

uamnaratl Perur^anan E
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17.
Chairil Rahman, SE

Nip. 197711ls 201001 I 004 Pengelola Keuangan
Penata
(IIIc)

18.

Ratno Piana, SH
Nip. 19750413 200501 1 009 Pengelola Keuangan

Penata
(IIIc)

19.
Rita Purwanti
Nip. 19740213 199303 2 001

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

20.
Wiwin Prayitro, SE

Nip. 19750726 200701 I 010 Pengelola Program dan Laporan
Penata Muda Tk.I

(rrrb)

21.
Muhamad Riza, S.Sos
Nip.19830411 201001 I 005 Penyusun Risalah

Penata Muda Tk.I
(rrlb)

22.
Henrikus Triyanto, SE.,ME
Nip. 19861219 201001 I 02 Penata Laporan Keuangan

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

23.
Nahdin, S.Sos
Nip. 19710704 201001 I 001 Penyusun Program dan Laporan

Penata Muda Tk.I
(IIIb)

24.
Yuniarti, A.Md
Nip. 19780612 200604 2 009 Pengelola keuangan

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

25.
Ya'Khub, S.Sos
Nip. 19650702 201001 I 001

Penglola Sarana dan Prasarana
Kantor

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

26.
Zuliansyah, S.Kom
Nip. 19810709201001 I 014 Analis Perencanaan

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

27.
Yeyen Ariyanti, A.Md
Nip. 19820123 200902 2 002 Bendahara

Penata Muda
(IIIa)

28.
Bangun Subekti, SH.
Nip. 19860316 201903 I 001

Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli

Pratama

Penata Muda
(IIIa)

29.
Monika Pulo Lewerang, A.Md
Nip. 19840309 20lt0t 2 002 Pengelola Perjalanan Dinas

Penata Muda
(IIIa)

30.
Fitriadi Aquarianto
Nip. 19640808200212 t 004 Pengelola Layanan Kehumasan

Penata Muda
(IIIa)

31.
Sy. Saleh
Nip. 19750614 200701 I 005 Pengadministrasi Umum

Pengatur Tk.I
(rrd)

32.
Nunung Suryani
Nip. 19771206 20070t 2 016 Pengelola Kepegawaian

Pengatur Tk.I
(rrd)

JJ

Sri Rezeki
Nip. l97l r22l 200701 2 007 Pengelola Keuangan

Pengatur Tk.l
(rrd)

34.
Yuli Triana
Nip. 1976071 3 200701 2 018 Pranata Kearsipan

Pengatur Tk.I
(rrd)

35.
SitiUtami
Nip. 19691010 200701 I 039

Pengelola Sarana & Prasarana

Kantor
Pengatur Tk.I

(rrd)

Gombaran Pelayanan 3
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Jumlah Personil Sekretariat DPRD Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat
Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan

masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan

SDM lewat diklat/pelatihan, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-

III,D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga

kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan

keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang

memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan

efisien dan efektif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningka&an sarana dan

prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas

dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan

Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengada:m serta pemeliharaaan rutin

kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna

mendukung kelancaran pekerj aan.

No URATAN/?ANGKAT GOL.

TINGKATPENDIDIKAN

JLII
SD

SMP SMA D.II D.III D.I
v sl s2

Pembina Utama Muda IV/c I I

z. Pembina Tingkat I IV/b 2 3

3. Pembina lY/a

4. Penata Tingkat I III/d 4 4

5. Penata III/c 2 6 1 9

6. Penata Muda Tingkat I III/b 5 2 9

7 Penata Muda lllla 2 1 4

8 Pengatur Tingkat I II/d 4 I 5

9 Pengatur II/c

l0 Pengatur Muda Tingkat I IIlb

ll Pengatur Muda Illa

tumlah 6 5 20 4 35

uuntnurdn retuvLrtu, [!
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Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada

Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut :

REKAPITULASI BARANG INVENTARIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

Kode
Barang

Nama Bidang Barang
Jumlah
Barang

GOLONGAN TANAH 2

I TANAH )
01.1 1 TANAH LiNTUK BANGLINAN GEDLING 2

01.r1.01 Tanah Bangunan Perumahan/Gdg. Tempat
Tinesal

I

01.1 1.04 Tanah Untuk Bansunan Tempat Keria/Jasa 1

GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 1475
) ALAT -ALAT BESAR 5

02.03 Alat-alat Bantu 5

02.03.04 Electric Generatins Set 2

02.03.05 Pompa J

3 ALAT. ALAT ANGKUTAN 12

03.01 Alat Anekutan Darat Bermotor t2
03.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Peroransan 11

03.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1

6 ALAT KANTOR DAN RUMAH TAIYGGA 1367
06.01 ALAT KANTOR 75

06.01.01 Mesin Tik 6
06.01.02 MESIN HITT]NG/ruMLAH 2

06.01.04 ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN
KTR

60

06.02.01 Meubilair 516

06.02.02 Alat Pensukur Waktu 4

06.02.03 Alat Pembersih 7

06.02.04 Alat Pendinein 86

06.02.0s Alat Daour 76
46.02.06 Alat Rumah Tanssan Lainnya (Home Use) t4t
06.02.o7 Alat Pemadam Kebakaran l5

06.03 KOMPUTER 130

06.03.01 Komputer Unitfiarinean 2

06.03.02 Personal Komputer 66

06.03.04 Peralatan Mini Komputer t3
06.03.05 Peralatan Personal Komputer 48

06.03.06 Peralatan Jarinean I

Kode
Barang

Nama Bidang Barang Jumlah
Barang

06.04 MEJA DAN KURSI KERIA/RAPAT
PEJABAT

3t7

06.04.01 Meia Keria Peiabat 73

06.04.02 Meia Raoat Peiabat 57

Gambaran Pelayanan E
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06.04.03 Kursi Keria Peiabat t3
06.04.04 Kursi Raoat Peiabat 146
06.04.05 Kursi Hadap Deoan Meia Keria Peiabat 4

06.04.06 Kursi Tamu di Ruancan Peiabat 13

06.04.07 Lemari dan Arsip Peiabat ll
7 ALAT STUDIO DAII ALAT KOMUMKASI 91

07.01 ALAT STUDIO 72
07.01.01 Peralatan Studio Visual 72
07.02 ALAT KOMUNIKASI t7
07.02.01 Alat Komunikasi Teleohone t7
07.03 PERALATAN PEMANCAR 2
07.03.10 Peralatan Antena SHF/Parabola I

07.03.12 Peralatan Translator UHFruHF I

GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 8

I1 BAIYGTJNAIY GEDT,NG I
11.01 BANGLTNAN GEDLING TEMPAT KERIA 7
1r.01.0r Bansunan Geduns Kantor 6
1r.01.08 Bansunan Gedung Tempat Ibadah I
11.02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL I
11,02.02 Ru$lah Nesara Golonean II I

GOLONGAN JALAI\I, IRIGASI DA}t
JARINGAI\I

2

15 I1\[STALASI 2
15.06 INSTALASI GARDU LISTRIK 2
r5.06.01 Instalasi Gardu Listrik Induk I

15.06.03 Instalasi Pusat Pensatur Listrik 1

GOLONGAN ASSET TETAP LAII\IITYA 109
t7 BUKU DAII PERPUSTAIi{r{I\ 109
17.01 BUKU 109

17.01.01 Umum 108

17.01.06 Matematika & Pensetahrran Alan 1

TOTAL 1596

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk

sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu

periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu

atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungiawaban atau

akuntabilitas manajemen dan semacamnya.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota

Pontianak berdasarkan sasarar/ target renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak

periode sebelurnnya.

Adapun tabel yang disajikan sebagai berikut :

:-:i:.iti I

*#,ft I
$''Sii1 l

_**,, Sd
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Tabel2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kota Pontianak

Tidak dapat membandingkan realisasi di tahun 2015 & 2016 dikarenakan perbedaan sasaran strategis dare indikator kinerjanya.

Untuk tahun 2017 memiliki kesamazrl sasaran strategis dan indikator kinerjanya, dimana di talhun 2017 nilai yang sama seperti nilai

yang didapat ditahtrn 2018 ini, dimana survey yang dilakrukan untuk Anggota DPRD Kota Pontianak mendapatkan nilai sebesar 89,72

ditahun 2017 dan 2018 dan untuk indikator kinerja persentase pengaduan rnasyarakat yang diteruskan kepada DPRD mendapatkan

nilai sebesar rl.)}oh ditahun 2017 dan 2018 dikarenakan semua aspirasi yang masuk telah diteruskan kepada Pimpinan DPRD Kota

Pontianak.

No Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangfi<at

Daerah

Targ
et

NSP
K

Targ
et

IKK

Tmget
Indikato

r
Laironva

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada fahun ke-

2415 2016 20r7 20[8 2019 2015 2Al6 2011 2018 20t9 2015 2016 2017 2018 2A$

(2) {3) (4) (s) (3) (4) (s) (6) (7\ (8) (e) (r0) l1 (12\ (l3) i l4) l5) 06) $7\
Indeks kepuasan

Pimpinan dan

Anggota DPRD
terhadap fasilitasi
kesiatan DPRD

780 &1,25 8l,25 81,25 89,72 89,72 89,57 89,57 8 1,03

2. Persentase
pengaduanlaspirasi
masyarakat yang
diteruskan kepada
DPRD

81o/o 80o/o 80% 80% 100% 1o00,10 7 5o/o 75% r00%
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Tabel2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanam Perangkat Daerah Sekretariat DPIID

Kota Pontianak

URAIAN

Aqggaram pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realiiasi dan Anggaran
Tahun ke-

Rata-rala
Pertumbuhan

201s 2&15 20t7 2018 2rDt9 2015 }tArc 2017 2018 20t9 20r5 2016 2A7',1 2018 2019
Angg.
aran

Realisa
sl

1) (2\ 13) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) l1 12) 13) l4) l5) t6) l7) l8)

Program
Administrasi
Perkantoran

l0;364.101
.410

I 1.220 106

706
t2.215.748

600
t4 1 18.209

981

14.569.387
.q50

9.123.681 10.210.020
.t?t

10.736.382
.450

t2.106.57t
.403

12.739.56
6.195.79

88 03 90.99 87.89 85.75 87.44 90h t0 0a

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aoaratur

l:450.230
800

1.410.101
000

1.515.914
200

t 157.715.
168

1.229.786
280

3.253.7U
892

l.194.083
251

I 19&.288
28,4

1.046.410
92t

977.6t4.9
5l 94.30 83.50 '78.72 90.38 19 4S - 23 0/6 3t yo

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

t 78.000.00
0

529.210.00
0

206.300 00
0

328 950.00
0

157.390.00
0

I 76 800.0
00

502.24t.45
0

196.360.00
0

t25.845.00
0

3s3.480.0
00

99 33 94.90 98.18 90.06 98.91 t9% 23%

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Dava Aoaratur

I 15.040.00
0

100.040.00
0

129.340 00
0

gii 400 000 96 400.000
36.205rE0

0
23.030.600 47.043.300 58.725.100

68.485.60
0

13.37 23.02 64.25 71 04 - 40/. 17 n/^

Program
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan

41.833 000 30.000.000
36.8 16.00

0
29 829 000 88 00 99.41
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Program
peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat
daerah

8.985.1124

000
10.190.313

.200
8.833.194

000
6.199.29't.

900
1.661.122

938
9.372.',1.27

960i
1.449.562

900
6.168.922

744 85.26 91.98 80 4a 84 34 90.73 -?/o I o/o

Program
Pengembangan
data /informasi

978.225.00
0

966.825.00
0

872.305,00
0

904.475.80
0

951.943.40
0

861.020.0
00

92.46 98.46 98.71 - 60/"

Program
pengembangan
sistem informasi

53.600.000 35.400.000 1]7 800 000
35.400.00

0
33.21 100

Program
peningkatan dan
pengembangan
sistem pelaporan
oapaian kineria

20 000.000 28.8001000 68 500 000 20 000 000 27.900.000
65.190.00

0
100 96.57 95.17 85 o/o tSyo

Program
peningkatan dan
pengembangan
sistem pelaporan
keuansan

10 000 000 I 1.5001000 i3 350 000 t0 000.000 r 1.500.000
12.950.00

0
100 100 97 16 o/o 7Yo
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Untuk Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan di tahun 2015 & 2016 terlaksana, tapi pada tahun 2017 sampai sekarang

program tersebut dipecah menjadi dua program, yaitu :

1. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

2. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan

Dilihat dari tabel di atas untuk rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi tidak

terlalu signifikan kenaikanny4 justru ada program yang pertumbuhannya diturunkan.

Hal ini disebabkan di tahun awal banyaknya pengadaan-pengadaan sehingga di tahun

akhir hanya menganggarkan untuk pemeliharaannya.

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan

Sebagai perangkat daerah yang bertugas memfasilitasi serta memberikan

bantuan administratif dan teknis operasional guna menunjang keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Pontianak, maka pelayanan

Sekretariat DPRD meliputi :

1. Pelayanan Kepada Anggota DPRD

a. Pelayanan administrasi (surat menyurat)

b. Pelayanan teknis operasional (fasilitasi rapat, reses, pengkajian Perda,

Sosialisasi Raperda, kunjungan kerja, kunjungan lapangan, konsultasi,

peningkatan kapasitas, penyediaan tenaga ahli)

c. Pelayanan hak-hak keuangan

2. Pelayanan Kepada Masyarakat

a. Pelayanan tamu DPRD

b. Pelayanan penyampaian aspirasi, demo dan pengaduan masyarakat

c. Pelayanan penyebarluasan data dan informasi

Adapun kebutuhan pelayanan untuk 5 tahun ke depan diperkirakan

sebagai berikut :

No Jenis pelayanan
Perkkaan keD,.fitallrrr

2020 2021 2022 2023 2024
1 Pelayanan Surat Menyurat

- Surat Masuk 900
surat

900
surat

900
surat

900
surat

900
surat

- Surat Keluar 325
surat

325
surat

325
surat

325
surat

325
surat

2. Fasilitasi Rapat 400 kali 400 kali 400
kali

400
kali

400
kali

a
J. Fasilitasi kegiatan Reses aJ kali 3 kali 3 kali 3 kali )

kali
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4. Fasilitasi Pengkaj ian Perda 2Perda 2Perda 2
Perda

2
Perda

2

Perd
a

5. Fasilitasi Kunjungan Kerja 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20
kali

6. Fasilitasi Kunjungan
Lapangan

40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40
kali

7. Fasilitasi Kegiatan
konsultasi

60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60
kali

8. Fasilitasi kegiatan
neninskatan kaoasitas

10 keg 10 keg l0 keg 10 keg 10

kes

9. Fasilitasi penyediaan tenaga

ahli
8 orang 8 orang 8

orang
8

orang
8

oran
(,

10. Pelayanan Gaji dan

Tuniancan
l4 bulan 14 bulan 14

bulan
14

bulan
t4

bulan

11 Pelayanan tamu DPRD 20 kali 20kali 20 kali 20 kali 20
kali

12. Pelayanan penyampaian
aspirasi, demo dan

nensaduan masvarakat

25 23 21 19 t7

13. Pelayanan publikasi data dan

informasi
100

buku
100

buku
100

buku
100

buku
100

buku

Dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD,

tantangan terbesar adalah tingginya intensitas kegiatan DPRD sehingga

menyebabkan tuntutan pelayanan semakin meningkat ditambah lagi dengan

dinamika peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahan,

khususnya terkait penatausahaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja

mulai dari tahap perencanazm, pelaksanaan, pertanggungiawaban, pelaporan,

hingga evaluasi.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,

tantangan terbesar adalah bagaimana membuat suatu system informasi yang

handal dan terkini, yarrg mampu menyentuh seluruh lapisan masyalakat kota

Pontianak, dengan pengelolaan yang professional. Dan untuk menghadapi

tantangan tersebut dibutuhkan dukungan Sumber Daya Aparatur yang

berintegritas, bersih dan cerdas.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu

organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang

strategi dan program kerja. Analisis intemal meliputi peniaian terhadap faktor

kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementar4 analisis eksternal

mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (ThreathS).

Adapun analisis strategis baik internal maupun ekstemal dengan

menggunakan pendekakn analisis SWOT yang berada pada Sekretariat DPRD

Kota Pontianak, sebagai berikut :

l. Strenght (Kekuatan) antara lain:

a) Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan

Sekretariat DPRD.

b) Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia

(ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD

seluruh Indonesia.

c) Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas

yang cukup memadai.

Weakness (Kelemahan) antara lain:

a) Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai

sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum

optimal

Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal

Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan

Kabupaten/ Kota

b)

c)

Permasalahan dan Isu-Isu strategis E
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3. Opportunity (Peluang) antara lain:

a) Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan

bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan

kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

b) Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan

kapasitas dan pengembangan SDM.

c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD

d) Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang

pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan

aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

4. Threates (Tantangan/ Ancaman) antara lain:

a) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan

data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan

professional, sehingga belum m{Lmpu menyentuh seluruh lapisan

masyarakat kota Pontianak.

b) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggariuul

pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat

diprediksi.

c) Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan

pelayanan yang semakin meningkat, tanpa mempertimbangkan tahapan

penatausahaan keuangan dan akuntabilitas kinerja (anggaran berbasis

kinerja).

Ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu pendekatan

kualitatif Matriks SWOT dan pendekatan kuantitatif analisis SWOT, dalam

Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak menggunakan pendekatan analisis

kualitatif Matriks SWOT.

Pendekatan kualitatif matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu

dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan)

sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan

Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang

timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

P ermasalahan dan Isu-Isu strate gis
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\--.\- EKSTERN
----\

INTERNAL

OPPORTLINITY/PEL

UANG
THREATHS/ANCAMAN

STRENGTH/IGKUATAN

Comparative Advantage

(A)

Mobilization

(B)

WEAKNESS/KELEMAHAN

Divestment/Investmen

(c)

Damage Control

(D)

Keterangan:

Sel A: Comparative Advantages

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga

memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih

cepat, hal tersebut tercermin dari kekuatan yang besar serta didukung oleh

peluang, maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak akan dapat lebih

meningkatkan pelayanan.

Sel B: Mobilization

Sel ini merupakao interaksi antaratantangan dan kekuatan. Dad masing-

masing bobot antara tantangan dan kekuatan, bobot kekuatan masih lebih

tinggi dari tantangan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya

yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak tantangan dari luar

tersebut, bahkan kemudian merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang, hal

tersebut dapat dilihat dari tantangan Manajemen pengumpulan, pengelolaan,

penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum

terkelola dengan baik dan professional dapat diatasi dengan Ketersediaan

anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi Sekretariat

DPRD untuk terus berinovasi dalam pengembangan system informasi tersebut

sekaligus pengembangan SDMnya.

Sel C : Divestment/Investment

Sel ini merupakan interaksi antata kelemahan organisasi dan peluang.

Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang

yang tersedia sangat meyakinkan namun bobotnya lebih sedikit dibandingkan

dengan kelemahan, peluang yang ada harus lebih dimanfaatkan dan

dioptimalkan untuk mengatasi kelemahan, seperti Kualitas sumber daya

aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas

P ermosalahan dan Isu-Isu strategis
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pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal, dapat diatasi dengan

mengikutsertakan staf dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan

pengembangan SDM.

Sel D: Damage Control

Sel ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena

merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar,

dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi

organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang

diperkirakan, dengan demikian kelemahan-kelemahan yang ada pada

Sekreariat DPRD Kota Pontianak harus dikendalikan agar ancaman dapat

diminimalisir.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini mengacu pada

Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJJMD) Kota Pontianak

Tahun 2020-2024. sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam

Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak sejalan dengan Visi dan Misi Kota

pontianak Tahun 2020-2024 yaitu '6Pontianak Kota Khatulistiwa

Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat ".

Misi Kota Pontianak:

l. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan

berbudaya

2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh

teknologi informasi serLa aparatur yang berintegritas bersih dan cerdas

4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing

5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, alnan, tertib, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota

Pontianak yaitu memfasilitasi dan memberikan bantuan administratif serta

teknis operasional guna menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD, maka dari

5 (ima) misi Kota Pontianak tersebut di atas, yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah pernyataan misi ketig4
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yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang

didukung oleh teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas

bersih dan cerdas.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

pencapaian misi ini, antara lain :

1. Faktor penghambat :

t Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai

sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum

optimal

t Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal

a Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan

Kabupater/ Kota

* Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan

data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan

professional, sehingga belum mzrmpu menyentuh seluruh lapisan

masyarakat kota Pontianak.

*Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggafturn

pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat

diprediksi.

.i. Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan

pelayanan yang semakin meningkat, tanpa mempertimbangkan tahapan

penatausahaan keuangan dan akuntabilitas kinerja (anggaran berbasis

kinerja).

2. Faktor pendukung :

{. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis arrtara Anggota DPRD dan

Sekretariat DPRD.

* Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia

(ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh

Indonesia.

{. Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan fugas

yang cukup memadai.

€. Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan

bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan

kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Permasalahan dan Isu-Isu strategis E
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.i. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan

kapasitas dan pengembangan SDM.

* Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD

{. Pesatrya perkembangan teknologi informasi membuka peluang

pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan

aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Telaahan Renstra KIL dan Renstra

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagai unit penunjang dan pelayanan

administratif maka sasaran progrzlm yang tertuang dalam Renstra

Kementerian lLembaga dan Renstra Kota dapat terlaksana dengan baik dan

saling melengkapi satu sama yang lain. Telaahan Renstra

Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD dimaksudkan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran

pelaksanaan Renstra

Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kota

/Ifubupaten tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta

tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang

perencan:um pembangunan sebagaimana telah diafiir dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 @fiang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah KabupatenA(ota, maka Sekretariat DPRD

menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dengan kewenangan tersebut,

maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang

mencakup proses perencanaim dilakukan pada masing-masing lingkup

pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat

DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka

menengah dari rencana strategis kementerian dan kota / kabupaten tidak

secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat

pusat maupun kota / kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di

Iingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip
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perencanaim karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencan{uul

pembangunan nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika

perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah

yang mempuyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya yang salah satu tugas pokok sebagai lembaga

legislasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan

penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar sektor, arfiar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan

ruang di wilayah Kota Pontianak, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara

serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kesej ahter&m masyarakat.

3.5. Isu-isu Strategis

Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Pontianak 2020-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak

terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis maupun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi

Kalimantan Barat, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Pontianak tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki)

dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan

kedudukan dan fungsi MP& DP& DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2014.

Penentuan isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses

perencanarm. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada

gilirannya akan membuat perencaftuul disusun menjadi tepat sasaran, efektif,

dan dapat dipertanggungiawabkan. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan

isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
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dalam perencanaan pembangumn karena dampaknya yang signifikan bagi

daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasax, mendesak, berjangka

menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraarL

pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Apabila tidak diantisipasi,

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebalik ya, apabila tidak

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang.

Maka dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang

menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada

Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

1. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan

tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas,

produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di

daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan

fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar

maka setiap anggota DPRD dituntut untuk memiliki kompetensi dan

integritas yang tinggi untuk menunjang kinerja lembaga DPRD yang

berkualitas.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

Kota Pontianak guna menunjang capaian kinerjanya yaitu

Pembahasan Program Legislatif Daerah (Prolegda) dan Pengesahan

Peraturan Daerah (Perda). Dengan kegiatan pendukung antara lain :

1. Fasilitasi Rapat-rapat DPRD

2. Pelatihan Legal Drafting Peraturan Daerah

3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

4. Fasilitasi Kegiatan Reses

5. Fasilitasi Pengkajian Perda

6. Sosialisasi Raperda Inisiatif

7. Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI
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2. Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

Kelancaran pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan

fungsi DPRD tentu tidak terlepas dari peran Sekretariat DPRD

sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi dan

memberikan bantuan administrative serta teknik operasional guna

menunjang keberhasilan tugas-tugas DPRD Kota Pontianak. Untuk itu

tentunya dibutuhkan pula tenaga sumber daya aparatur yang memiliki

kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu dibutuhkan pula

ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai guna menunjang

aktifitas kerja.

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD Kota Pontianak untuk menyikapi isu tersebut yaitu Program

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Peningkatan

disiplin dan kinerja aparatur, Program pelayanan administrasi

perkantoran, Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan

kantor, program peningkatan dan pengembangan system pelaporan

capaian kinerja dan Program peningkatan dan pengembangan system

pelaporan keuangan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sebagai lembaga legislative yang memperjuangkan aspirasi rakyat

dan beranggotakan para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh

masyarakat Kota Pontianak, maka Lembaga DPRD memiliki tanggung

jawab moral kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk

memperj uangkan kesej ahteraannya.

Masyarakat berhak tahu apa dan bagaimanapara wakilnya bekerja.

Ditambah lagi dengan era keterbukaan public yang menuntut Sekretariat

DPRD untuk mampu menjadi jembatan penghubung antara DPRD dengan

seltruh masyarakat Kota Pontianak, menyediakan wadah informasi yang

handal dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta

memfasilitasi penyampaian aspirasi, demo dan pengaduan masyarakat.

Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

Kota Pontianak untuk menyikapi isu tersebut yaitu Program peningkatan

pelayanan primq progam Pengembangan system informasi dengan
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kegiatan Pengelolaan website dan Pembuatan Sistem Informasi, serta

Program pengembangan datal informasi dengan kegiatan pendukungnya

adalah Penyusunan data dan profil Perangkat Daerah, Dokumentasi dan

publikasi kegiatan DPRD, Penyusunan buku selayang pandang dan

Rekam jejak pengabdian anggota DPRD.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT

DAERAH

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa

mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (ima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pemyataan visi dan misi Kota

Pontianak serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak

harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasarum dirancang pula indikator sasaran.

Yang dimaksud dengan indikator sasaftIn adalah ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya)

masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertenflr/tahunan secala berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Mengacu pada visi dan misi Kota Pontianak yang telah ditetapkan

dalam RPJMD, khususnya pernyataan misi tiga yaitu : "Meningkatkan

kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan

teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan

cetdas", maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020'2024

menetapkan tujuan dan sasarannya dengan rumusan sebagai berikut:
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Tujuan

Selanjutnya pemyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat

DPRD Kota Pontianak beserta indikatornya disajikan dalam tabel sebagaimana

berikut :
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Tabel4.l

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

{1) QI {3 (4) (s) {6) (n {8) (9)

I Meningkatnya kualitas
layanan kepada
masyarakat

IKM Sekretariat DPRD
Kota Pontianak

Baik Baik Baik Baik Baik

Meningkatnya
Kualitas Layanan
Kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD

lndeks Kepuasan Fimpinan
dan Anggota DPRD Baik Baik Baik Baik Baik

TuiuandansasaraT
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

dijelaskan bahwa strategi adalah langkah berisikan pro$am-program sebagai

prioritas pembangunan daer# Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Strategi Sekretariat DPRD mencakup penentuan kebijakan, program dan

kegiatan.

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu

sfiategis Daer# Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran shategi. Arah kebijakan perlu disepakati bersama oleh pihak terkait

untuk ditetapkan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap

kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.

Berikut pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota

Pontianak dalam lima tahun mendatang, yaitu dapat dilihat dari tabel :

@
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Tabel5.l

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Meningkatkan fasilitasi Pembentukan
Peraturan daerah dan Peraturan
DPRD
Meningkatkan fasilitasi Pembahasan
Kebijakan Anggaran
Meningkatkan fasilitasi Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatkan fasilitasi Kegiatan
Peningkatan Kapasitas DPRD
Meningkatkan fasilitasi Penyerapan
dan Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan
dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Meningkatkan Fasilitasi Tugas
DPRD

Meningkatnya kualitas layanan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatkan dukungan pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD
Meningkatkan kualitas layanan kepada
masyarakat

Strategi dan Arah Kebijakan
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak

guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan

diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang

dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah

dalam bentuk upaya yarg berisi satu atau lebih kebijakan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program

pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat, guo? mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas progrcm Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pontianak perlu diselaraskan dengan perkembangan

Kota Pontianak secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang berkaitan dengan

terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD

(fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan

terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan

program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari

program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan

penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan,

dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.
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Perubahan Renstra
Sekretariat IDPRD l(ota Pontianak

Tahun 2O2O - 2o24

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRI)

KOTAPONTIANAK

Tujuan Sasarsn Kode
Program dan

Kegiatan
Sub Kegiatan

Indikator Kinerjc Tujuau'
Sasaran, Progrum

(outcome) dan Kegiat&n
(Output), sub kegiatan

Data capaian
pada tahun

awal
perencanaalr

tarset Kineria Prosram dan Kerangka Pendaaaan

Unit Kerja
Perangliat

Daerah
Penanggungj

arilab

Lokasi2021 2022 2023 2024
Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra
Perangkat Daerah

trrgel np terget Rp target kp target Rp target Rp

(2\ (3) (4) '5) (6) 7 (8' (9) t0) 01 I 13 t4 t5 l6) (17 t8 i9

KM Sekretariat DPRD Kota
,ontianak

Baik Baik Baik Baik Baik Sekretariat
DPRD

Pontianak

Menitrgkatnya
Kualitas
Layanan
Kepada

Pimplnan dan
Anggota DPRD

Indeks Kepuasan Pimpinan dan

Anggota DPRD

Baik Baik Batk Baik Baik

PROCRAM

DUKUNGAN
PEIIIXSANAAN
TUGAS

DAN TUNGSI DPRD

Persentase fasilitasi
pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD

100% 10Oo/o

13.543.232.800

1000/o

14.851.722.437

lOOo/o

75,469.1.65.334

1000/o

15,315.014.394

r00%

15.315.014,394Pers€ntase fasilitasi
kehumasan, protokoler,
perialanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tlgas
datr fungsi DPRD

1O0o/o 1.00% 1000/" TOOo/o lOOo/o lOOo/o

Pembentukan
Peraturan Daerah

dan Peraturan
DPRD

)ersentase peraturan daerah

lan peraturan DPRD yang

lifasilitasi

70OVo 1O0o/o 431.900,900 1000/o 51,2.759.900 lOAo/o s33.270.296 1000k 559.933.811 100o/o 559.933.811

)enyusunan dan
,embahasan Program
,embentukan Peraturan
)aerah

lumlah dokumen program
pembentukan peraturan daerah

1 dokumen 1 Dokumen 2.235,000 2.235.000 1 Dokumen 2,324.400 1 dokumen 2.440,620 I dokumen 2.440.620

Pembahasan Rancangan

Pereturan daerah

umlah rancangan perda yang

litJahas

15 raperda 10 raperda 11.009.000 10 raperda 11.009.000 10 raperda 1"t.445.360 10 raperda t2.o21.424 10 raperda 12.O21.424
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Perubahan Benstra
Sekretoriat IIPBI) I(oto Pontianak

Tafrun 2o2fD - 2o24

Tujuan Srstran Kode
Program dan

Kegiatsn
Sub Kegiatan

Indikator Klnerja Tujuan,
Sa$aran, Program

(Outcome) dan Kegiatan
(0utput),3ub kogiaren

Data capaiar
pada tahun

awal
perencsnaar!

Terget Klneria Prosram dan Keranrilci PcDdanarn

Unit Kerj*
Pemngkat

Daerah
Penanggungi

awab

Lokasi2{D1 2022 2023 2024
Kondisi Kinerja pada

akhir poriode Benstra
Per*ngkat Daerah

iarget Rp target Rp t rgel Ap targ0l Rp trrget Rp

(2\ (3) 4 bl (7) (8) (e) (r0) I t2 13) t4 l5 ( l6) l7) 18) l9)
Penyelenggaraan Kajian
Perundang"Undangan

umlab rancangan perda yang

Iikaji
2 raperda 5 raperda 80.859"000 5 raperda 151.718.000 5 raperda 768.\46.720 5 raperda 176.596.056 5 raperda 176,596.056

.asilltasi penyusunan
)en jelasan/keterangan

lan /atau Naskah

\kademik

umlah naskah akademik yang
lisusun

2 dokumen 2 dokumen 334.078.000 Z dokumer 334.078.000 2 dokumen 347.447.120 2 dokumen 364.413,776 2 dokumen 364,413,176

Penyusunan Tata Tertib
DPRD

Iumlah dokumen tata tertib
DPRD yang dievaluasi

l dokumen 1 dokumen 3.71 S.900 1 dokumen 3.719.900 I dokumen 3.868.596 1 dokumen 4.O62.131 1 dokumen 4.062.131

Pembahasan

Kebijakan Anggaran
Jumlah dokumen kebiiakan
anggaran

5 dokumen 5 dokumen 17.470.000 5 dokumen 17.470.000 5 dokumen 18.168.800 5 dokumen 19.077.240 't9_077.240

)embahasan KUA dan
,PAs

umlah dokumen KUA dan PPAS I dokumen 'l dokumen 3.340.000 1 dokumen 3.340.000 1 dokumen 3.473.600 1 dokumen 3.647.280 1 dokumen 3.647.240

,embahasan perubahan
(UA dan perubahan PPAS

umlah dokumen perubahan
(UA dan perutrahanPPAS

1 dokumen 1 dokumen 3.340.000 1 3.340.000 l- dokumen 3,473.600 1 dokumen 3.647,2AO 1 dokumen 3.647.250

)embahasan APBD h dokumen APBD 1 dokumen 1 dokumen 4.110.000 1 dokumen 4.110.000 I dokumen 4.274.400 1 dokumen 4.444.720 1 dokumen 4.448.720

Pembahasan APBD

Perubahan
Jumlah dokumen APBD

Perubahan
1 dokumen 1 dokumen 3,340.000 1 dokumen 3.340.000 1 dokumen 3.473.600 1 dokumen 3.647.2BO 1 dokumen 3.647.280

Pertanggungjawaban
APBD

|umlah dokumen
Pertanggungiawaban APBD

1 dokumen I dokumen 3.340.000 'l dokumen 3.340.000 1 dokumen 3.473.600 1 dokumen 3.547.280 1 dokumen 3,647.2AO

,engawasan

)enyelenggaraan
)emerinahan

Persetrtase rapat pengawasan

yang difasilitasi
1007o 100% 57.105.000 l00o/o 55.305.000 10070 57.517 .200 l0Oo/o 60.393.060 l000/6 60.393.060

,engawasan Urusan
)emerintahan bidang
)emerintahan dan Hukum

,umlah rapat komisi I 30 kali 60 kati 10,710.000 60 kali '10.710_000 60 kali 11.138.400 60 kali 11.695.320 60 kali 1 1.695.320

Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang
I n frastru ktu r

umlah rapat komisi II 37 kali 60 kali 10.710.000 60 kali 10,710.000 60 kall 11.13B.400 60 kali 11.695.320 60 kali L7.695.320
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Peruhahan Eenstra
Sekretariat IIPBII I(ota Pontianak

Talrun 2o2o- .2O24

Tujuan Sestran Kode
Program dan

KegiNtar
Sub Kegiatan

ftdikator Kinerja Tujuan'
Sasaran, Progrlm

(Outcome) dan Kegiatan

{Output}, sub kegiatrn

Dflts capaien
pada tatun

nw*l
perencanaen

Iarpet Kineria Proqram danKeranqka Pendanaan

Unit Kerja
ferqngkst

Daerah
Penanggungj

awab

Lokssi202t 2022 2{J23 2024
Koadisi Kiuerja pada

rlhir periode Renstra
Perangk l Doemh

target Bp target Rp tsrgel Rp tarEet Rp tNrget Rp

(2\ 3 '4) 5 (6) 7 '8) (e) 410) lt t2 13' l4 ls 16) l7) l8) 19)

,engawasan Urusan
,emerintahan tsidang
(eseiahteraan Rakyat

umlah rapat komisi lY 50 kali 60 kali 10.710.000 60 kali 10.710.000 60 kall 1 1.138.400 60 kali 71.695_320 60 kali 17.695.320

Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang
Perekonomian

lumlah rapat Komisi lll 37 kali 50 kali 10.710.000 60 kali r 0.710.000 50 kali 1 1.138.400 50 kali "11.695.320 60 kali 11.695.320

Pengawasan tindak lanjut
hasil pemeriksaan laporan

keuangan oleh Badan

Pemeriksa keuangan

umlan rapat pengawasan
:indak Ianjut hasil pemeriksaan

laporan keuangan oleh BPK RI

1 kali 1 kali 2.955.000 1 kali 2.955.000 I kaU 3,073.200 1 kali 3.226.860 L kali 3.226.460

Pembahasan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala da€rah

umlah rapat Pansus LKPI yang
lilaksanakan

4 kali 20 kali 1 1.310.000 20 kali 9.510.000 20 kali 9.890.400 20 kali 10,384.920 20 kali 10.384.920

renrngkatan

<apasitas DPRD

Persentase Anggota DPRD yang

mengikuti kegiatan penin gkatan

kapasitas

700o/o I00o/o 2.910.375.000 1,OOo/o 3.4t 0.375.000 lOOo/o 3.546.790.000 100% 4.086.598.080 LOOo/o 4.086.598.080

Bimbingan Teknis DPRD Jumlah kegiatan bimbitrgan
teknis DPRD

12 kegiatan 6 kegiatan 2.144,835.000 6 Kegiatan 2.644.835.000 6 Kegiatan 2.750.628.400 6 Kegiatan 3.2s0.624.400 6 Kegiatan 3.230.624.400

Publikasi dan

Dokumentasi Dewan
Iangka waktu fasilitasi publikasi
dan dokumentasi dewan

'12 bulan 12 bulan 465.000.000 12 bulan 465.000.000 12 bulan 483.600.000 12 bulan 507.780.000 12 bulan 507.780.000

Penyedlaan Tenaga Ahli
Frrksi

umlah tenaga ahli fraksi yang

lisediakan

9 orang 7 orang 294.000.000 7 Orang 294.000.000 7 Orang 305.760.000 7 Orang 321.048.000 7 Orang 32 1.048.000

)etryusunan Program
(erja DPRD

lumlah dokumen program kerja
DPRD

1 dokumen 1 dokumen 6.540.000 lmer 6.540.000 1 Dokumen 6.801.600 1 Dokumen 7.141,680 1 Dokumen 7.147.640

Penyerapan dan
Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat

Persentase aspirasi masyarakat
yang difastlitasi

100% 100% 4.107.S00.000 100% 4.107.500.000 100% 4,271.800.000 100Y0 2.A63.425.964 100% 2.n63.425.964

)enlasunan Pokok-Pokok
,ikiran DPRD

umlah dokumen pokok-pokok
)ikiran DPRD

1 dokumen I dokumen 3.340.000 1 Dokumen 3.340.000 L Dokumen 3.473.600 I Dokumer 3.647.28O 1 Dokumen 3.647.240

,elaksanaan Reses umlah kegiatatr reses 3 kegiatan 4.104"160.000 3 Kegiatan 4.104.160.000 3 Kegiatan 4.26A326.400 3 Kegiatan 2.859.774.644 3 Kegiatan z.asg.77B.688
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Perubahan Benstra
Sekretariat IIPBD l(ota Pontianak

Talrun 2O2O - 2o24

Tujuan Sassran Kode
Prrgram dan

Kegiatan
Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaranl Program

(Outcome) dan Kegiatan
(Output), sub kegi&t&tr

Data cepaian
pads t|hun

awal
perencalla{n

Tersel Kinerir Prroram &n Kerensk .Pendrnaar

Unit KerJa
PerBEgknt

Dreiah
Penanggungi

awab

Lokxri?f'27 2922 2e23 2024
Kondisi Kinerj* pada

rkhir periode Renslr*
Peranglrat Daerah

target R} target Rp targel Rp torget Rp terget Rp

1 2 {3) (4) (5) (6) ,7\ (8) (9) (10) 1l 13) l4 15 r6) r7) 18) 19

'elaksanaan dan
)engawasan Kode

]tiK DPRD

Persentase pelaksanaan kode
atik

100V0 100% 35.969.9{J0 700o/o 35.969.900 1,00o/o 37.408.696 70Oo/o 39.279.1 1000/o 39.279.731

Penyusunan Kode Etik
DPRD

umlah dokumen kode etik
)PRD yang dievaluasi

1 dokumen 1 dokumen 3.719.900 1 Dokumel 3.719.900 1 Dokumen 3-868.696 1 Dokumen 4.062.131 1 Dokumen 4.O62_t37

Pengawasan kode etik
DPRD

Iumlah rapat badan kehormatan
yang difasiliusi

12 kali 12 kali 32.250.000 32.250.000 12 kali 33.540.000 12 kali 35.217.000 1 2 kali 35.2r7.OO0

Fasilitasi Tugas
DPRD

Persentase tugas DPRD yang

difasilitasl
100Yo 100Vo 5.982.912.000 100% 6.7 11.742.637 100o/o 7.O04.270.\42 100o/o 7.646307.704 7000/o 7.6A6307.104

(oordinasi dan
(onsulbsi Pelaksanaan

lugas DPRD

umlah kuniungan kerja dan
ronsultasi

47 kegiatan 12 kegiatan 4.703.910.000 72

kegiatan
5.203.910.000 12 kegiatan s.412.066.400 12 kegiatan 5,912.066.400 12 kegiatan 5.912.066.400

Penyusunan Lapomn
Kinerja DPRD

umlah dokumen laporan
dneria DPRD

1 dokumen 1 dokumen 130.020.000 1 Dokuhen 130.020.000 1 Dokumefr 1 35.220.800 I Dokumen 141.9B1.840 I Dokumen r41.981.840

Fasilltasi pelaksanaan

tugas badan musyawarah
umlah rapat banmus yang

lifasilitasi
12 kali 12 kali 44.760.000 12 kali 44.?60.OOO 1 2 kali 46.550.400 12 kali 48.877.920 12 kali 48.877.920

Fasilitasi tugas pimpinan
DPRD

lumlah fasllitasi tugas pimpinan
DPRD

2 hegiatan 20 kegiatan 1.704.222.000 20
kegiatan

1.333.052.637 20 kegiatan 1.410.372.742 2 0 kegiatan 1,583.380.944 20 kegiatan r.583.380.944

,ROGIIAM

'ENUNJANG
JRUSAN
,EMERINTAHAN

)AERAH
(ABUPATEN/KOT

t

Pereentase tingkat kepuasan
bidang/bagian terhadap
pehyanan kosekretailatan

700o/o 100% 41.007.758.s63 100% 40.687.177.563 100o/o 42.314.664.666 100% 45.330.548,606 1007o 45.330.548.606

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

umlah dokumen laporan
)erencanaan, penganggaran dan

)valuasi kinerja perangkat
laerah

9 dokumen 9 7.758.000 I dokumen 28.032.000 9 dokumen 29.753.?AO g dokumen 30.610.944 9 dokumen 30.610.944
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Perubahan Eenstra
Sekreiariat DPEII l(ota Pontianak

Talrun 2O2A .202tl

Tarset Kineria Program dan Kerangkl Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat
Drerrh

P66ansgungi
ewab

Lokasi
Tujuan Sasaran Kode

Program dan
Keeistan

Sub Kegiatsr

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaren, Program

(out4ome) daa Kegistan
(Output), sub kegiatan

Date eapaien
pada tahun

awal
per,encatraatr

2421 2022 2023 2024

Kondisi Kinerja pade

ekhir periode Refftra
Perangkrt Daerah

tflrgel Rp target Rp t rg€t Rp terget Rp target Rp

2 3) (4) 5 (6) (7\ '8) (e) ( 10) l1 12 r3) t4 l5 (r6) (17\ l8 r9)

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

umlah dokumen perencanaan

rerangkat daerah yang disusun
2 dokumen 2 dokumen 2.000.000 2 dokumer 2.000.000 2 dokumen 2.080.000 2 dokumen 2.184.000 2 dokumen 2.184.000

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

lumlah Iaporan capaian kine.ja
ikhtisar realisasi kinerja sKPD

yang disusun

4 dokurnen 4 dokumen 2.758.000 4 dokumen 11.032.000 4 dokumen 11.473.240 4 dokumen 12.446.944 4 dokumen 12.046.944

ivaluasi Knerja Perangkat

)aerah
lumiah laporan evaluasi kiner,a
perangkat daerah

3 dokumen 3 dokumen 3.000.o00 3 dokumen 15.000.000 3 dokumen 1 S.600.000 3 dokumen 16.380.000 3 dokumen I {5.380.000

Administrasi
Keuangan

Perangkat Daerah

angka waktu penyelenggaraan

rdminisrasi keuangan
rerangkat daerah

12 bulan 12 bulan 7.032.137.333 l2 bulan 7 .042.757.500 I 2 bulan 7.323.843.A00 12 bulan 7 ,453.+29,s90 12 bulan 7.853.429.590

Penyediaan Gaji dan

Tunlangan ASN
Iangka waktu penyedjaan gaji

dan tuniangan ASN

I 2 bulan I 2 hulan 6.472.474.433 12 bulan 6.416.000.000 12 bulan 6.672.640.000 L2 bulan ?.172.640.O00 1 2 bulan 7.172.640.000

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Jangka waktu penyediaan

administrasi pelaksanaan tugas

ASN

12 bulan 12 bulan 57,200.000 12 bulan 57.200.000 12 bulan 59.488.000 12 tlulan s9.488.000 12 bulan 59.488.000

relaksanaan
)enatausahaan dan
rengu,ian/ Verifikasi

angka waktu penatausahaan

lan pengu jian/verifikasi
(euangan SKPD

1 2 bulan 12 bulan 550.683.500 1 2 hulan 560.683.S00 L2 bulan 583.110.840 1 2 bulan 612.266.342 l2 bulan 612.266.382

Koordinasl dan

Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD

lumlah Laporan
bulanan/triwulan
semesteran SKPD

2 dokumen 2 dokumen '1.379.000 2

dokumen

a.274.OOO 2 dokumen 8.604.950 2 dokumen 9.035,208 2 dokumen 9.035.208

Administrasi Barant
Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

angka waktu penyelenggaraan

rdministrasi barang milik
laerah pada perangkat daerah

5 unit 5 unil 56.000.000 5 unit s6.000.000 5 unil 58.240.000 5 unit 61.152.000 5 unit 61.152.000

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

umlah barang milik daerah

;KPD yang diasuransikan
5 unit 5 unit 56.000.000 5 unit 56.000.000 5 unit 58.240.000 5 unlt 61.152.000 5 unlt 61.152.000
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Peruhahan ftenstra
Sekretariat DPBD l(ota Pontianak

Tahun 2o2o- .2O24

Tujuan Samran Kode
Program dan

Kegiatan
Sub Kegiatan

Iaditator Kiaerjr Tujuan,
Sasaran, Progrem

(Outcome) dan Kegiatal
(Output), sub kogfutan .

Date capaiar
pada talun

awal
perencsnaatr

Tarset Kinerii Prosrrm dan K€rangkr Pendatrtan

Unlt llerja .

Per*ngkat
Daerah

Penanggungj
aweb

Lokasi2v2l 2022 LA3 2Ji24

Kondisi Kinerja peda

rkhir periode Renstrr
Peraagkat Daerrh

tsrget Rp t rget Rp targ€t Rp tsrget Rp targct Rp

I 2 (3) 4 {5) (6) (7\ (8) (9) ( l0) lt /12\ ( l3) ( r4) l5 ( l6) r7) (1 8) l9)

\dminlstrasi
(epegawaian
)erangkat Daerah

umlah ASN yang dikelola
rdministrasi kepegawaiannya

39 orang 35 orang 151,300.800 35 orang 1 76.300.800 35 orang $3.352.432 35 orang 270.744.431 35 orang 270.7 44,831

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut
kelengkapannya

Iumlah pakaian din
perlengkapannya

39 stel 74 stel 46.000.000 74 stel 46.000,000 74 stel 47.440.OOO 74 stel 50.232.000 7 4 stel s0.232.000

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai berdasarkan
Tugas dan Fungsi

umlah ASN yatrg mengikuti
liklat formal

5 orang 5 orang 105.300.800 5 orang 130.300.800 5 orang r3s.512.432 5 orang 160"512,831 5 orang 1 60.512.831

\dministrasi Umum
)erangkat Daerah

angka Waktu Penyelenggaraan
tdministrasi Umum Perangkat
)aerah

12 bulan 12 bulan 2.1,15.754.200 t2 bulan 1.726.504.700 12 bulan 1.795.564.264 12 bulan 2.372.173.767 12 bulan 2.3\2.173.7 67

Penyediaan
Komponen
lnstalasl
Listrik/Penerangan

Jangka waktu penyediaan

komponen irstalasi listrik/
penerangan bangunan kantor

12 bulan 12 bulan 74.400.000 12 bulan 74.400.O00 12 bulan 77.376.000 l2 bulan 81.244.800 12 bulan 81.244.800

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

jangka waktu penyediaan
peralatan dan perlengkapan

kantor

1 2 bulan 12 bulan 152.740.000 12 bulan rs2.740.000 12 bulan 158.849.600 1Z bulan 766.792.O4O l2 bulan 166.792.040

,enyediaan Peralatan
lumah Tangga

angka waktu penyediaan

)eralatan rumah tangga
12 bulan 12 bulan 201.600.000 1 2 bulan 186.600.000 12 bulan 194.064.000 12 bulan 203.7 67.200 12 bulan 203.767.200

renyediaan bahan logistik
(antor

angka waktu penyediaan bahan

ogistik kantor
12 bulan 12 bulan 867.350.000 12 bulan 697.350.000 12 bulan 725.244.040 12 bulan 1.049.044.000 12 bulan r.049.044.000

Penyediaan Barang
:etakan dan Penggandaan

Jangka waktu penyediaan

barang cetakan dan
penggandaan

12 bulan 1 2 bulan 135.840.000 12 bulan 105.339.900 l2 bulan 109.553.496 l2 bulan 219.706.992 12 bulan 219.706.992

)enyediaan Bahan

lacaan dan Peraturan
,erundang-Undangan

angka waktu penyediaan bahan
)acaan dan peraturan
rerundang-undangan

1 2 bulan 1 2 bulan 75.794.600 12 bulan 75.79a.600 12 bulan 78.430.544 12 bulan 42.772.071 12 bulan 82.772,077
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Perubahan Renstra
Sekretariat IDPBI) I(ota Pontianak

Talrun 2o2o- - 2o24

Tujuan Sasaran Kode
Program drn

Kegirtrtr
Sub Kegiatan

Indikator Kherja Tujuan,
Sasaran, Program

(Outcome) dan Kegiatan
(Output), sub kegiatan

Data crpaian
pada tahun

awal
perencinaan

Tarqet Kinerir Prmam den Keranska Pendanaan

Unit Kerja
Perangkat

Daersh
Penangguugi

awab

Lokasi2021 2022 2023 2U24

Kondisi Kiuerja pada

ekhir periode Renstra
Perongk t Daeiah

tBrget Rp target Rp irrget Rp target Rp target Rp

I (3) 4 5 (6) (7\ {8) (9) 10) l2') 13 l4) 15) ( 16) r7) l8) 19)

rasilitasi kunjungan tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 2500 orang 3000 orang 347.750.000 3000 orang 150.000.000 3000 orang 156.000.000 3000 orang 163.800.000 3000 orang 163.800.000

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

angka waktu petryelenggaraan
'apat koordinasi dan konsultasi
iKPD yang diselenggarakan

12 bulan 12 bulan 259.275.600 12 bulan 244.275,600 12 bulan 295.646.624 12 bulan 345.646.624 L2 bula, 3+5.646.624

Pengadaatr Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusao
Pemerintah Drerah

umlah unit pengadaan barang
nilik daerah penunjang urusan
)emerintah daerah

39 unit 39 utrit 862.000.000 39 unit 597.500.000 39 unit 621.400.000 39 unit 652.470.000 39 unit 652.470.0O0

)engadaan Mebel umlah unit pengadaan mebel 342 unit 12 unit 49.340.000 12 unit 49.340.000 12 unit 51.313.600 12 unit 53.879.280 12 unit 53.879.280

)engadaan sarana dan

rrasarana pendukung

;edung kantor atau
rangunan lainnya

Iumlah unit pengadaan sarana
dan prasarana pendukung
gedung kantor atau ban8unan
lainnya

20 unit 27 unlt 812.660.000 27 Dhlt 548.160.000 27 trtit 570.086.400 27 unit 594.590.720 27 nnit 598.590.720

Petryediaan Jasa

Penunjatrg Urusan
Pemerintahan
Daerah

angka waktu penyediaan jasa

)enunjang urusan
)emerintahan daerah

12 bulan 12 bulan 2.501.569.800 12 bulan 2.732.849.800 12 bulan 2.842.763.792 12 bulan 3.666.974.192 12 bulan 3.666.974-192

Penyediaatr,asa
Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

atrgka waktu penyediaan jasa

ayanan internet, telepon, air
lan listrik

12 bulan l2 bulan 496.500.000 12 bulan 596.500.000 12 bulan 620.360,000 12 unit 645.t74.400 12 unit 645.174.400

)enyediaan 
Jasa peralatan

lan Perlengkapan Kantor
atrgka waktu penyediaan jasa

)erelatan dan perlengkapan
(antor

12 bulan I 2 bulan 254.900.000 L2 bulan 1 78.900.000 12 bulan r86.056.000 12 bulan 285.056.000 12 bulan 286.056.000

)enyediaan jasa Pelayanar

Jmum Kantor
langka waktu penyediaan jasa

pelayanan umum kantor
l 2 bulan L2 bulan 1.750.169.800 12 bulan 1.9s7.449.800 12 bulan 2.035.747.792 12 bulan 2.735.7 47.792 12 bulan 2.735.7 47.792

Rencana Program clan Kegiatan serta Pendanaan ffi



Perubahan Eenstra
Sekretarint IDPID lIoto Pontianak

Talrrrn 2O2O - 2o24

Tujuan Sasoran Kode
Program dan

Kegiatan
Sub Kegiatan

Indilotor Kinerja Tujuan,
Sosaran, Program

(Outcome) dan Kegiat&n
(Outprt)'sub kegi8tan

Data capaion
pada tahun

awal
perencBtraltr

Target Kiierir Program dan Keraqg!.4 Lendena|n .

Unit Kerja
Poratrgkat

Daerah
Penanggungi

awah

Lokasi2021 2022 zo23 2024
Kondisi Kinerja pada

lkhir periodeRenetra
Pereilgkrt Daerah

target Rp target Rp trrget Rp target Rp target Rp

1 (2\ (3) (4) r5) (6) (7) (8) (e) l0) i1 r2) l4) l5) 16) 17) l8 (l9)

Pemeliharaan
Barang Milik Daeral
Penuniang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah

PenunJang urusan
pemerintahan daerah yang

dipelihara

501 unit 601 unit 1.305.621.900 601 unit 1.134.342.000 601 unlt 1.179.715.640 601 unit 1.234.701.464 601 unit t.234.707.464

Penyediaan iasa
pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan datr Paiak

Kendaraan perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

umlah kendaraan perorangan

linas atau kendaraan dinas
abatan yang dipelihara

5 unit 5 unit 186.010.000 5 unit 186.0L0.000 5 unit 193,450.400 5 unlt 203.722.920 5 unit 243.722.920

)enyediaan,asa
,emeliharan, Biaya
)emeliharaan, Pajak, dan
)erizinan I{endaraan

Jumlah Kendaraan dinas
operasional atau lapangan yang

dipelihara

3 unit 3 unit 70.392.000 3 unlt 70.392.000 3 unit 73.207.640 3 unit 76.464.064 3 unit 76.864.064

eliharaan Metel umlah mebel yang dipelihara 342 unit 354 unit 50.000.000 354 unit 2S.000_000 354 unit 26.000.000 354 27.300.000 354 27.300.000

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

umlah peralatan dan mesin
ainnya yang dipelihara

237 unit 237 unit 37 4.279.900 237 Dnit 328.000.000 237 unit 341.120.000 237 unit 35S.176,000 237 lnlt 358.176.000

,emeliharaan/Rehabilitasi

;edung Kantor dan
langunan Lainnya

umlah gedung kantor dan
)angunan lainnya yang

lipelihara/direhat ilitasi

2 utrit 2 unit 624.940.0O0 2 unit 524.940.000 2 unit 545.937.600 2 unit 573.234.480 2 unit 573.234.480

Layanan Keuangan

dan Kesejahteraan
DPRI)

langka wal(tu penyediaan

layanan keuangan dan
keseiahteraan DPRD

12 bulan 12 bulan 26.453.276.530 12 bulan 26.750.091.363 12 bulan 27.820.09s.018 12 tlulan 28.820.095.018 12 bulan 28.820.095.018

Penyelenggaraan
Admlnistrasi Keuangan
DPRD

angka waktu penyedlaan gaji

lan tunjangan DPRD

12 bulan 1 2 bulan 26.146.566,530 12 bulan 26.443.44r.363 12 bulan 27.501.179.018 l2 unit 28.401,.179.014 12 unit 2A.407.179.078

Penyediaan Pakaian Dinas

dan Atribut DPRD

umlah pakaian dinas dan
rtribut DPRD

225 stel 225 stel 189.000.000 225 stel 189.000.000 225 stel 196.560.000 225 stel 296.560.000 225 stel 296.560.000

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan



Perubohon Benstra
Sckretariat DPID trfota Pontianok

Tahun 2O2O .2O24

(?\ r1) r4) (6) (7\ {8) (9) (1 0) {12\ at 4) 'l 5) fl6) ( l7l 11 8) fi9)
Pelaksanen Medlml Chek

rp
umlah anggota DPRD yang
nengikud medical check up

45 orang 45 orang 117.650,000 45 omng 117.650.000 45 orang 122.3s5.000 45 omng 122.356.000 45 orang 122.356.000

,ayanan
\dmintstrasi DPRD

angka waKu penyedlaan
ayane administrasl DPRD

12 bulan 12 bulan 522.,[00,000 12 butan 443.400.000 LZ bulan t61,136,000 12 bulan 484.192.800 12 bulan 484.192.800

,enyediaan Kebutuhan
lumah Tangga DPRD

angka waktu penyediaan

cbutuhan rumah tahgga DPRD

12 bulan 12 bulan 522.,[00.000 12 bulan 443.400.000 12 bulan 461.135.000 12 bulan 484.192.800 12 bulan 484.192.800

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan E



Perubalron [enstra
Sckretariat DPBD trIota Ponlianak

Tahun 2o.2o. - 2o24

BAB VII

KINERJA PEI\IYELENGGARAAN BII}AIYG TIRUSAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak,

yang mendiskripsikan keadaan yang diinginkan sampai dengan tahun 2024, maka

telah disusun program selama lima tahun kedepan. Program-program tersebut

merupakan upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan tugas dan fungsinya yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Adapun program-program yang diuraikan akan ditindaklanjuti dengan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2A20-2024, dengan indikator

Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPJMD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, khususnya :

Misi III : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mnsyarakat yang didukung

dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih

dan cerdas

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kineria Penyelenggaraan Bidang (Jrusqn E



Perubahsn Benctra
Sckretariat IDPf,II trIota Pontianak

Tahun 2o.2lD - 2O24

Dalam prioritas progfttm yang akan dilaksanakan lebih bernuansa

pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran

yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian

dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Pontianak.

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan

sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat

mengenai tujuan dan sasaran-sasaran yag telah ditetapkan, khususnya juga

agar dapat memberikan dampak yang sigrufikan terhadap pembangunan di

Kota Pontianak, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan

ke dalam progr:rm-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak untuk

Periode Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan sertq Pendanaan E



Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Tahun 2020 -2024

Tabel7.l

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianakyang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kineria P enyelenggaraan Bidang u*td



Perubahan Benstra
Sekretariat DPBI) tr(ota Pontianak

Talrun 2A2O .2O24

BAB VIII
PEh[UTUP

Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun

2020 - 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan

program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajarun organisasi dalam

rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

DPRD Kota Pontianak.

Peruabahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020-2024

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga

digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan

dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang

dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pontianak, penyusunan Perubahan Renstra

diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik di intem Sekretariat DPRD Kota

Pontianak maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari

seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak - pihak lain yang terkait.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak

terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi

Sekretariat DPRD Kota Pontianak khususnya dan pemerintah Kota Pontianak

pada umumnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota

Pontianak tahun 2020-2A24 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penutup E


